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KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Warrakhmatullah Wabarmkatzh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SW.T., karena atas berkat dan innayah-
Nya, penulisan buku prosiding Seminar Nasional dengan judul “Pembangunan Hukum:
Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi” dapat diselesaikan sebagaimana
mestinya. Penulisap buku ini merupakan penerbitan dard kegiatan Seminar Nasional yang
ciselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Latar belakang disdakan seminar, karena globalisasi chonomi sekarang ini adalah manifestasi
yang baru dan pembangunan kapitalisme sebagai sistern ekonomi internasional. Dalam waktu
helakangan ini, perusahaan manufaktur menyebar keselurub dunia, dengan pembagian daerah
operasi melampaui batas-batas negara, perusabiann-pecuszhaan tidak lagi memproduksi seluruh
produk di satu negara saja. Mauajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat
Fada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor-impor dan penanaman modal.
fini transakei menjadi berancka ragam dan rumit seperil kontrak pembuatan barang, warzlaba,
imbal beli, “turnkey project,” alih teknologi, aliansi strategis nternasional, aktivitas finansial,
dan lzin-lain. Globalisasi menyehabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaly

ekonomi  dunia.  Manufaktur, perdagangan, investasi melewati hatas-batas negara.
meningkatkan intensitas persaingan.

Gejala ini dipereepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi
menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinga, Terbentukova WTO (Wodd Trade
Organization) telah didahului atau diikuti oleh 1e rhentuknya blok-blok ekonomi regional seperti
Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan
globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciplanya ".:lluk:
blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO dan kegasama ekonomi regional berarti
mengembangkan  institusi  yang  demokratis. menperbahani  mekanisme  pasar, dan
memfungsikan sistem hukuem.

Bagaimana jugn karakreristik dom hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang
sesar sekali pada bidang hukwn. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi
bukum, globalisazi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar
bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi huloan dan budaya antara Barat dan Timur. Globalisasi
hukum terjadi melalui wsaho-usaba standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-
penanjian  internmasional.  General Agreement on Tanfl and  Trade (GATT) mlSﬂI!I!l!l"a,
mencantumkan bebarapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan
dengan  penanaman  modal, hak  milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip “Non-
Dhzcrimination,” “Most Favoured Nation, ™ “National Treatment,” “Transparency .

Globalisesi hukum menghendaki adanya pembangunan hukum yang sejalan dengan gmll:fa.iisam
dunia. Pembangunan hukum juga merupakan salah satu tuntutan agenda reformasi yang
dicanangkan scjak tshun 1998, Pemerintah telah mengupayakan mewujudkan agenda reformasi
di era globalisasi melalui penerbitan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan adanya
lﬁetewi:un-ﬁe:tciajmn MPR dan pembuatan undang-undang di hidang politik, ekonomi, ['tiik-hﬂi‘_:
asasi manusia, dan sehagainya. Tetapi, masih terdapat undang-undang vang belum mengalami
pembaruah. DV sumping i, pembuatan peraturan perundane-undangan vang bams banyak



mengalami kendala dan hambatan dalam pelabsanaannya kareng berbagai kelemahan dalam
undang-undang tersebut

Meskipun telah memasuki wakty 13 tahun reformasi, kinerja aparat penegak dan penerap
hukum masih tetap dipandang rendah. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan aparat
penegak dan penerap hubkum yang telih dilakukan pemerintah ternyata kurang signifikan dalam
peningkatan pelaksanaan pencgakan hukum vang ditunjukkan dengan masih banyaknya
masalah-masalah ketidakadilan dalam masyarakat, Bahkan banyak muney] pula kasus-kasus
mafia hukum yang melibatkan a parat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim,

Pembangunan budaya hukum dengan semangat reformasi belum menunjukkan perkembangan
ying berarti sehingga upaya-upava untuk mewujedkan “hukum progresif” dan keadilan
substantif masih jauh dari harapan. Bankan dalam penegakan hukum masih dominan adanva
pengerunaan hukum kebunsaan dan penvalshgunaan wewenang.

Berdasarkan hal-ha! tersebur dj atas, Seminar Nasiooal tentang Pembangunan Hukum:
Mewujudkan reformasi di era elobalisasi vang diselenggarakan Fakulte Hukum Universitas
Lampung sangat penting umtuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan
hukum yang terdini dari pembangman di bidang substansi hukum, aparatur penegak hukum
dan budava hukum.

Penyunting mengueapkan terima kasih yang sebesar-besarnva kepada semua pihak yang telak
membantu dalam kegiatan seminar dan renyelesaian penulisan buku ini yaity:

Gubernur Provinsi Lampung

Dr. Marwan Effendi, SH, MM (Jarmwas Kejakeaan Agung BI)

Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK BI)

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

Prof. Dir. Sugeng P. Harvanto, MSe. { Rektor Universitas Lampung)

D:. Heryandi, SH, M3 (Fj. Dekan Fakultas Hukum Linila)

Dr. Eddy Rifai, SH, MH (Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unila)

mrlcﬂfnhwﬂr-

Dengan  penerbitan  buku  inj diharapkan  dapat  hermanfaa bagi pihak-pihak vang
memerlukannya  terutama  dari kalangan mahasiswa  hukum  dan praktisi hukum  serty
dibarapkan dapar menjadi sumbane saran dalam pembangunan di hidang hukum

Pemyunting merasakan bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena
itu, penulis mengharapkan ada s kritik dan saran dari sermua pihak,

Wassalamu'alaikum Warrakhmatublah Waha rrakatih.
Bandar Lampung, Mei zon

Penyunting,

Khaidir Anwar, dkk
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Ammdimei Globalisasi dun Pembabaruan Sictem Hukusm Perkamwingn

GCLOEALISAS! DAN PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM
PERKAWINAN INDONESIA (PENDEKATAN
HUKUM ISLAM)

(Heh

Amnawati
Saf Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakubtas Hukum Universitas Lampung
Iy e

Abstrak: Setelch Hga puluh tujuh ié;:r!ah: Undang-undang Perkowinagn  meladui pazal-pasaina
femyata mengalami pergeseran penafsiran den membuka open interpretative. Tidak ada sanksi
pidana membuat UUP ini tidak memnpunyal gezag. Tidek kg ity di 2ra globolisasi banyak terjodi
pengelundupgn hukum perkowdnan, Penegakan koo alas putuzan-pultuser pengadilan yang
telah inkracht van gewiside tidak dapar dieksekusi karena dalam  ULP idak diatur. Pengadilun
agama sebagai Hang peregakan fudum perkawinan  temyate fuga lemok, Oleh karena ity LRLp
perie direformulasi don direkornstruisi slerng.

Hata kunci Teformas undung-undang porkawanan

L. FENDAHULUAN

S=belnm membahas pembangunan hukum dar. plobalisasi lebib lanjut kirarna perlu dipahami adalah
konsep tentang tiga kata kunci utama yaitu pembangenan, sistem, hukum dan globalisasi, ‘Tiga kata
kunci wiwma ini akan disandingkan dengan kata kune lainnva vang merupakan nbjek dar tige kata
Sune tersehut yaitu perkawinan.

Pembangunan adalak sebuak upaya untub melakukan perubahan dari viik vang kurang beik atay riik
yang Sduk Laik weauju kearah titik vurg bebin baik Pembanguoce seharosoys beriguan misimal 3
ksl yaitu 1) menjaga stabilitas palitik, ekonomi, social dan budayz, ) memingkatkan besejabteman
masymrakat tidak mampu, 3) meningkztkan pelavanan kesehatan masyiiakat tidak mampu dan
menjamin kesinambungan pendidikan mereka, Femoangunan dihubungkan dengan pembangunan
maka thdak lepas dar prolegnaes dan profegda hukum,  makis untuk memahamings aken dimula)
dengan  memabami pengertizn hukum, Huokan dapat dilibat dalam beizok sebagai kaedab vane
dirumuskan secara ekplisit dalam perrturan

Hukim menurut penulis dalom art yang luas adalah serangkamn kaedah aten niiai=nila YANE
dwjudkan dalam peraturan pernndanean vang mana paraturan atai unds croandang yang berisika
peturink entuk Bidup berbangsa dan her negard desgas berkeadilion Flol o meeirat dohn Austin
adalah peraturan vang disdakan untuk memberi bimbingan kepada makhiu? oy herakal oleh mahiod
vang berakal yang berkuasa atasnva

Menurut L Fricdman nubum adalalusebush karg dengan banyvak arts selice: | co selembuat gelembune
sapun Secangkan glebalisasi atau dabiali bebib dikensl d, ngan istitak Intere 7 aalisasi pengertianny
adalah susly proses dimams actar mdividu, kelompok dan anter Wiooid saling beonnteraksi,
bergantung, dan mempengaruhi satu dengun vanig lainnyis melampani batas Eotas poratusan negara

Globalisasi menurut Erman Rajagukenk sudah ada sefzk zaman penjajzhan Pelanda ketika ite kolonial
meixkukan perdagangan rempah-rempah, Yemudian tanam paksa hingga 'umbuhnya peikebunan-
perkebunan di wilavah nusantara dan dua abad vang lalu, sebaliknva impe - harang-barang dari Juar
negeri juga sudah tedadi pada masa ¥ang sama. Ahmad Suparman menv.iakan bahwa pengertian
globalisasi berarti suatu proses menjadikan sesuaty (benda ataw perilako) zebagar cirn dan seliap
imekinddu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah Dengan kata lain global rosi adalah proses untuk
mendunia me-universalkan dini baik kelompok, individy babkan fepard Dhalam konteks ini maka
pembangunan hukum adalah sebuah upava untuk mencapii titik hukum yong lebih baik dan huium
yang telah ada sekoang in

Selanjutnya pengertian sistern adalah sebagai berikug
L seperanghat unsur yvang secara teratur =2 ling Lerkaitan sehenga el nuk otalitas



Ammare iy Clobalisasi dan Pemibabaruan Sisten Tukuwm Perkatiinas

2. susunan yang teratur dar pandangan, teor asas dan lain-lain
3. metode

Vizsert T Hooft inenyebutkan sistem sebdigal sesuatu yanp terdin atas sejumlah unsur dan komponen
yang saling berkeitan dan memengaruhi serts terkait sstu sama lain oleh satu atau beberapa asas
pendapat yang sama dikemukakan oleh Sy nanvati Hartono.

Pei unan hukum bidarg perkawinan dianggap penting karena bidang in: mempunyai ekses YANE
lebih luas dari sekedar berlakunya hukum kontesk antar dua manusia vang berlainan jenis. Feromens
vang ada di ers reformasi ini adalah perkawinan banya dijadikan tameng hukum untuk mencapai
tujuan yang lebili jauh misaltiya bisnis hukum, Beberapa kasus terutama di daerah pesisir para
perempuan Indonsia dinikahi oleh lnki-laki asing yang besrtatus WNA dengan tijuan-rujuan tertenty
I:I!].LI-L' sakralnya sebush pernikahan misalnya untuk dijadikan 'aJuII:‘memiiiki tanah di Indonesia.hal ini

tznah, maka disini bedalu teori Machiavellj yaity tujuan menghalalkan cara, apa yang menjadi
fguanmya maka carn apapun akan dibalalkan, Secars yuridis perkawinan model ind adalah
penyelumdupan hukum.

Pembargunan hukum dan glubalisasi bila ditinjau secara filosotis bermakna sedwsh hekum adalah
huboum yang ada dalam cita-cita atay jus comstituendum yaitu zebuah hukum yang dicita-citaican oleh
pangsa Indonesia khususnya bidang hukum perkawinan, Pada bidang hukum perkawinan Indenesiz
bils mengscy pada sejarsh hubum perkawinan ditsmukan ada tiga sistem hukun: perkawinan yang
masih hidup sampai sekarang yaity sistem hukum 1slam, sistem hukum Barat dan sistem hukum Adat
Fetiga siztem hukum ing dipayung: aleh satn undang-undiGg vaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan (selanjutmya disshi UUF). Pada realitanya ketiga sistem hukum bersebit
tdak terwakili dalam UUY, Faktanya UUP tdak mewabdli sistem bhukum perkawinan masyarakat
manapun. Untuk masysrakat yang akan menikah beragama bukan Islam tetap tunduk pada peraturan-
peraturan hukum Perdata Barat, Bagi umat muskim tuaduk aturan perkawinan pada alqur.an dan hadis
nabi Mubammad, bagi masyarakat adst tunduk pada ketva adatnya atau sesepuhnya {dapat juga dalam
kont=ks rchaniawsn aray ulamanyal Ialu pectanvasnnya comk siapa UTP tersebut? Betolhak
substansinya merupakan hokum perEawinan atay hanya sekedar hukum larangan perceraian atay
hubum syarat dan prosedur berpoligarmi? Perianyaan besarmya berikitnya adalak apakah yang tedadi
dalam pembangunan hokum perkawinan [ndonesia? Walaupun UUP ketika pengpodokan telah
digodok oleh Tim yang berangpotakan ulams dan akademisi tetapi pada talaran penegakan Fukurmnym
mengalumi hambatan Siraiudin mengatakan balwa UUT nidalslh produl hukum Islam vang Yelah
“diangkat” menjadi hukum positii

Pada awalnya penulis Lerpeadapat sama, tetapi setelah berpuluh-tahun mengajar substansi tepsebut
laly mengamati dan inenganalisis formulas: UUP dan penezakan hukumiva sava pun herbah
pandangan. Bertittk tolak dari ueadan ini maks vang menjadi fokus dalam rolisan ini dan dibatas
adalah tentang tautan antara globalisasi dan pembanpunan sistem hukum Lhususnyva bidong hukum
peckawinan, Permasalahan dalam tulisas ini: Bagaimanakah hubungan antars plobalizasi dan
pembaharuan hukem perkawinan lndonesia (pendekatan hukuin 1slam)?

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergelong penelitian yang copmatik atay dokirinal, sebab fokus kajiannya adalah
peraturan perusdangan-undangan, maka data vang digunakan adalah dats sekbunder berupa bahan-
bahan hukum primer yang mengikat serta hasil pemikiran pars ahli yang terkait dengan pembaharuan
hukum |, Untuk memperolen data- data vang diperlubean maka ditempeh meteade pengumpulan dats
rang bersifat study kepustakaan. Analisis terhadap data dilakukakan secara kualibatif-inte rprretatif,

HI. HASIL PENELITAN DAN PEMHAHASAN
3- 1 Pengertian Pembaharuan dalam Konsep Istam

secara umum persbangusnan hukim dapal dibags menjadi dua bagian yaitu modernisasi hubum dan

prmbaharean hulum. Tulisan ini hanya akan memdahas saty sisisi saia vait pembabaruan hukum
dary sudinl 15lam

1 K0
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f'embaharuan iwrisal darf pkar kara melayu bahary vang menjadi baru,  kata terbut mempuanyai
makna vaitu vang sebelumnya tidak ada atau belum permah dilihat, belum diketakhe atan belum
didengar, Bila diberi imbuhan menjadi pembeharua yang besarti perbuatan (cara) menjadikan bary
Dalam bahasa Amb pembaharuan adalah Tajdid artinya memperbaharyi atan menjadikan bam.
Menurut Bustami Mubammsd Said bahwa ada tiga pengertian dar kata Tajdid vaitu:

* Sesuaty yang diperbarui ity sebelumnyn sudsh ada, jelas eksistensinya nyata. dan diketahui nleh

T TTEIR
= Sesuatv ity telah dimakan zaman sehingga mengalami kerusakan
»  Sesatu itu kemuedian dikembalikan seperti keadannye semula sebelum sesuaty ity msak

Muhammad Abxiuh vang -:Iiiirut.:‘ olely Mohammad Rasvid Ridha mengatakan bahwa pembaharuan
hukum islam{Tajdid} harus memenuhi lima hal yaitu:

*  Membersihkan islam dari pengaruh dan kebiasaan bukan islam

*  Mengadakan pembabsruen datam system pendidikn islam

*  Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran islamy menurut alam emikdran modern

*=  Mempertakankan dan membela Istam dan pengaruh (negative) Hara

= Membebaskan megeri vang pendudknya muslim dan penjajakan

Eata Tajdid ddak ditemukan dilans Alquran tetapi diemukan dalain hadis nabi ¥yang artinya
sesungguhnya Allan akan membangkitkar wntuk woat inj setiap satu abad orang yang akan melakukan
pembaharvan. Dalam Alqursn ditemuben kata Jadid yang juga becarti pembahanan (Q5 Al lsrazqg).
Dari uraian terschut maka poinl pertama lebik tepat dimasukkannya pembakarvan hulum khususnyva
bukum perbawinan Indonesiz. Pembaharuan  hukum perkawinar calam konwsep Isham harusiah
bermsend pada nilai-nilai hukum peckawinan  yang telah pasti dac rinci divre) dalam Alquran dan
Hadis. Tajdid mempusyai ruang gemk dalam @is cara  memahami, menginterpretasi, atau
mereformulasi sepanjang nilai-nilai yang terkandung dalom ayat alquren bersifat kizsan. Metode VAN,
digunakan: adatab jitihad, [itihad adajah sebyah prosis dediksi dalam konsep isiamn, Kilai vang bar=ifat
zonnd atau chaniyst disebut juge dengan cila instrumental. Makna nilai instnenental terkandung
dudalaminys proses empiris idang hukum Islam yang pada hakekatnys merupakan tranformas nilai
nukuin lsiam yang in wdstacto menjadi nilai yang bemsifat in concreto. Froses tranformasi ing
dinamakan proses aktusiizasi hukum Islam dalam masyarakat, sehingea dapat dikatakan babwa dalam
bukum Istam verdapat nilai-niia yany gonsten tetap! ada juga nilag vang dinamis bergermk sesusg
perkembangan dan kebutuhan,

Dengan dembaan hukum isiam vang dinamika bersifat adaptif ia terbuka untuk menerima nilai-nila;
bani dari lusr yang Lerkembang sesusi dengan kebutuhas dan perwbakan jaman sepanjang tidak
bertentangan dengan Alque'an dan sunnah rsul

e

UL Nomwor : Taliun 1975 dan Pasal priesal Brusial
1 Sejarab Undang-Undang Peckawinun

-
T3.:

I

Membanes tentang 0P pistl Lidak dapat dilepaskar dari sejarah pamang Yang micnyerizinga
drbagmi sebtah pegary merdeka sudah sepantasnye indonesin mempunvai peraturan tentang
perkawinan. [Mawal pada tahun 1950 vaite funtutas wmat islam wuntik mengadakan prmbahaman
pada bidang hubum peckawinan islam tuntutas tersehut ditanggapi pemesintsh dengan dikejuarkan
Surat Keputusan Menter Agama Nomor bizgrgg tertanggal 1 Oktober 1950 vaity dibentuk panitia
penvelidik peraturan dan hukum perkawinan talak dag rujuk bagi wmat islam yng melahirkan RUL
UUF tentang perkawinan untuk umat islam. P 1P tersebut selesai Tahun 1958, Akan tetapi RUU
UL tersebant tidak sempat disahkan karena keluarnya Dekrit Presiden 1959, Pada tahun 1966 MPRS
engan heputusannya Nomor XX VIMPES 1060 Paszt aval ) meaetapkan bahwa perlu segers
diacakan UUP. Pada tahun 19671964 pemerintah menvampaikan dus RUU kepada DPRGE ¥RITU
RUL tentang pernikahan umat islam dan RUY tentang ketentuan pokok perkawinan. Akan tetapi
RUIT tersebut ditolak DPRGR dengan alasan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga
mags peresiden Sokarno negara indonesia yanp menyatakan diri sebgai negara hukum dengan paham
|.|L|:'ri|53i\'i::~i yang kereal helum merfiks (TP '||cj'|-;_-;_-;|:.-:n_|,-__-| urtiok wmat moshim Imdanesin bamu memiliki
LLP di maza presiden Soharto tepatnya Tahun 1974,

Palam sejarad hubum perbkawinan di Indonesia dipompai beberapa peratoran hukim MENEena
perkawinam ini vait
*  Hukum Perkasanan Adat
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= Hukum Perkawinan [slam

*  Hukum Perkawinan berdasarkan Agama Krisien [HOCT) Stanthlaasd 1913 Momor 74
*  Hukum perkawinan berdasarkasn hukum Perdata Barat (BW)

*  Hukwin Perkawinan Campuran

*  Undang-Undang Nomor t/ tahun 75 teilang Perkawinan

fodangkan sistem hukum di dunia ada lima yaitu
=  Hukum Islam
*  Hukum adat
*  Hukum Civil Law
*  Hukum Common Law -
*  Hukum Kemunis.

[¥ Indonesia hanyva ada tipa sistim hukurm Comman Law, Hukum Islam dan Hskaamg Adat.

3.2.2 UUF dan Pasal-Pasal Kiusialn va
{1} Fasal 6 ayal 2 TP

Dalam perjalaman 'impll?:mn.‘]ﬂu&in}fa EILIP ditepmukan bunvak hambatan leritaraa tentarg interpretasi
pasal-demi pasal, Oleh karena iy pada awal tulisan muncul sebyah pertanyaan  besar yaity TP
produk Orde Baru tersebut unruk Eolongan masyarakat ¥aug mana? Apaksh untuk selur:h Warga
tnasyarakat? Tentu tidak karena untuk masyarakat yang bukan memelik agama islam telsh tersedia
Burgelikjke Wethook denpan lembaga Perunjaugnya sepert Catatan Sipil dan ketika e digodok ada
HOCH {(Fukum Perkawinan bardasarkas Agams Kristen Staatblaad 1933 Nomor 74). Pertanyazn beoar
itu tegawab setelah 46 tenun pelaksanzzn UUP vaity ternyata secara fakta UUP pun tidai
mzngakomodir kebutuhan umat Islam.

Dalam kajian filsafati ada 5 kepentinpan hukum vang harus diperkatikan dar, diiindungi yaitu:
= Eepentingan umum
*  kepentingan musyarakal
= dan kepentingan priva

Bila kepentingan umum terancam atay erusik atau terganggy oleh pihak manzpun baik daiam
maupin fuar negen maka cegarn hares beetindak untuk melindungi kepentingan vmum tersebut. bils
kepentingan masvarakat yang erEanggu atau terusik maka jaksa, polisi dan anaratin lain hamus
bertindak untuk meandungi kepantingan masyarakat dan Negara tanpa harus Menungey pengaduan
atan pelaporan mayorakat dan bila kepentingan privat yang lerganggu palisi dan jakss tidak dapal
hertindak kecuali atas pengadan dan pelaporan & korhan. Qoeseon Pound menamakannya dengan
sehutan Public Tnterest, Sosial frberest, don Private Interest . Ithat juga  Tentu ¥AOE NN savu
sampaikan bahwa dalam kasus Svekh Puti tidaklah ada pihak privat, masyarakat dan Negara yang
tergangen dan dirugikan, Merokn dalas kradaan damai. Bukankan ULP mgmbolehkan mereka untus
menikeh karena persyaratan telah prosedural, hukea: islim vang mereka anut memnbolehkan kal i
Tetapi Syekh Pyji tetap diputus empat tahen pemjar.

Apa yang ingin dipaparkan penulis adalah selah Torycdk pergescran penafsian dalam UUP dan in tidsd
dn;m: dibiarkan ferus meneni: karens 2kan merusak kewibawaan o hukum, Hal ini disampaikan
bukan berarti penulis menditkung, poligarmi balikan penulis Iehik setuju kalau polipami szat ini mass
Kini di Indonesia apapan alazannya adalah kriminal.

Kesimpulannya adalah fasal & Ayt = s diperlukan untuk diveformulasi ulang caranya adalah dengan
memperjelas formulazai pasal tentang poligami schingga tidak terjadi open interpretative yang dapat
membeai pengertian pasal pasal me nidi bergeser karcan digerus waktu atau dengan tegas mengatakan
babvwa LIUP melarang paligami karenz pelakn poligami di Indonesia berwatak buruk dan masukkan
saja dalam pasal kejahatan. Intinya poligami dilarang dan masuk dalam tanah pidana bila larangan
tersebuit  dilanggar. Pilihan lain adalah mematatkan satu UUP khusus untuk umat Islam. Sehingga
ruang lingkup keberakuan hukoam perkawinan vang ranah hukumnva pardata menjadi jelaz tidal
teresenpus dengan Undang-Undane Peckasinan viung sifateyva nasionsl,

%2
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(2) Pasal 2 ayat 1 UUP

Fenomena nikah mut'ah (bahasa Arab) stau nikah kontrak bahasa sosial marak terjacdy foro
dacrih wisata deugan basis penduduk nuslim, Turis mancanepara yang datang ug.
Pengertian nikah mut'sh adalah suan, pernikahan yang dilangsungkan untuk sementara wakte aty
dengan batas waktu tertenty dengan memenuhi rukun dan svarat yang ditetapkan agama Islam tanpa
muncatatkan perkawinan tersebut, Perbedaannya dengan wikal dibawah tangan atau nikah sir
(bahasa Jawa} adaluh pads pernikahan bawahtangan (niksh siri) ini tidak mensyaratkan pembatasan
lama masa mentkah mereks menikak dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama
tslam tetapi mereka tidak mencats thkannya secarn administrasi ke instansi yang ditunjuk peme intsh
vaitu KUA dengan alasan tertentu _Tetapi kesamaannya sama-same tidak dicatatkan pada ssiansi
pemerintzh, Ini adalah contol penyimpangan techadap UUP,

Substansi Pasal 2 ayat 1 adajah = Perkawinan adalah zah bilg dilakukan menurut hukowm mLAsing-
masing agamanya dan kepecayaannya itu” Substanzi Ppsal 2 ayal 2 adalah™tiap-tiap pernikahan
dicatal menurut peraturan perundangan”. Pasal 2 ayat g Peoulis kaiakan pasal krusial kapena kedua
ayat pada pasal ini tidak dinyatakan sesara tegas hubungan keterikatan nya misalzapa dengan erenyekbiul
bahwa antars pasal terehuy berkaitan denpan menambzkkan redaksi kata-katg pada Pasal 2 ayvat u
filtu kata “harps® sehingga akan berbunys “tiap tiap pernikabian harus dicatatkan ..~ Berikutnyg
depat pula ditambahkaa Fasal = ayat g tentang sanksi misalova "harang siapa vang reelalokan
pelanggaran pasai 2 ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi pidang -

Fasal 2 ayal 1 ditafsirkan masyarakal berdazarban kepentingannya sendiri berlawanan denpgan
peaafEiran  menumg: pembentuk wadang-undang. Inilah ronl.h verluk pasal ULP VEOE o
imierprefative tadi. Secrang pumi besar Universitas Indonesia vang terlibat dalam penggodokan
ULUP{alm.Moh Daud Ali) pernah menyampaikan bahwa kedua ayat mempunyai keterkaitan saty sama
lain. Alan tetapi setelah pedalan panfang UTJP mengalami perabahan atay Pergeseran intermretas
pasal. Olck karena ity sudak selayaknya UUP direforenylasi ulangi schingga tidst menimbulkan
penatsizan sendin oleh musyarakay,

Akan tetapi sebagus apapun UUF bila tdak djikey dengan sanksi maks tidak ada  ponegakan
hukumnya dan ULIF akan sig-ria ULIE selama ind banyak dif anggar karena secarn positivis TP tidy!
mempunyai sanksi, Sebuah undang-undang vang telah ada ssnksi Penjara mati safa di Indonesia ing
masih dilanggar apalagi sebuah ULP vang hanya mengatur secira nopmative syaral dan prosedur
Perkawinae, poligami Jan pesceraian tanpa sanksi apapun. Masyarakat menilai hila suan undang
undang tidak mempunyai sanksi pidana maka abaikan saj1 undang-undang tersebut. Fakter lain YANR
mempengarehi masyarakat mengabaikan U adalah sikap mental masyarakat techadap agarcany
sendini. Nikah Mut'ah sudah felas dan terang dicabut dengan hadis nabi 1 Pl mmmasih jugs dilanggar.

Cakior beeoishingn bardiszug bala Mcimpengaru b nosvarzes untuk malss miclakukan pencatztan nrkah
katrera biaya poncatatan nikab luar sass madalbiyva, berdasarkan pengalaman empiric biaya nikah biss
lawar menawar seperti membedi cabai di pasar biin harga tidak cocok maka silabkan meeari qadi lain
Dakam hal i pungawasan pemerintah {Baca Depanemen Agrarmiu] techadap parg yadi & BUA
rmpaknis juga lemah sehingea para gadi becperilaby “aneh™ vaity tawar memawar hiayn nikah
Bagaimana dengan masvarakat ¥ang miskin yang untuk mendapatkan makie nos; plus lauk tempe
it susah, maka disupgh membisar avi nikah dumgn harga jutaan rupeah? Faktar lain adslah
idanya itikad tidak baik dan para pelanggar UUP dengan melakukan nikah mut'ah adalab hanya untuk
Mencar maten disaty sisj | telupi dapat juga pary perempuan ini adalah korban “peripuan” pria-pria
zing (WNA)mengingat mudahnya persyamtan  menivah sirl. Gleh para  pria WNA momen
nudahnya persyaratan menikah sir tersebut digunakan uneuk mendapatkan beuntungzn mater Juga
eperti menikahl perempuan hanva untulk mendapathas hak milik atas tanals Para WA berdasackan
ndang-Undany Pokak Agraria Nomor 5 Tahun gty Fazal g dan Pagal o memang dilarang unluk

nemilki hak atas ianah, Eesimpulannya pasal ini harus direformubasi lap
i) Perkawinan Beda agansa

chagai bangsa vang majemuk dengan adat budava dan agama sevopianya IUP bersifal nasiona! dan
easher nang bagi perkawinan bida Agiban khusis unrek pra muoslim vitng menikah perempuoan o
wstim hal im didasarkan pada sata ayar Qur'an yang member ruang wntak pernikahan pria muslim
N perempuan wen muslim. Bilg mungkis dibuka muange unrok perkawinan beda agema mueni muslin
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dan non muslim dalam UUp Masional tersebut sehingpa tidak terjadi kekosongan hukum.masalah
teknis dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan PETREsekan “sara’.Dengan demikian
seorang Warga Negara Indonesia yang akan menikah kareana byrbeds 2gama mereka hants menikah
diluar neger karena hukem disini tdak member fuang utnuk ity Sudsh selayvaknva LI
direkonstrulsi ulang dengan az.s keadilan HAM dan kemajermukan bangsa. .

(4) Sanksi dalam UL dap FPengadilan Agama

UUE yang berlabas saat ind tidak mempunyal sanksi sehingga pihak yang mempunyai itikad ridak baik
dalim perkawinan dapat mengabaikan UUP.uga dalam bal Penegakan hubum oleh pengadilan agama
sangat lemah, isi terhadap beberana putusan di pengadilan agama Bandar lampuns diketahy
balwa seluab perkawinan keduaf poligami) yang telsh dibatalkan pengaditan agama karena tidak sah
tidak dapat dieksekusi dan perkawinan kedua tersebug tetap berlangsung secra de facte. UUP dan
penjelasannya juga tidak mengatur tentang hadhanah (hak pengasuhan anak) dengan jelas dan Juga
tidak memben sanksi kepada pam pela NEEAMYa contoh kasus adalah hak sl anak 3 anak laki-lals
yang jatuh pada perempuan dan telah berkekuatan hukum tetaplinkzacht van gewizide} hernams M E
tidak dapat dieksebousi dar Ay mantan suaminya dan hal ind dibiarkan saji oleh pengadilan BgEama. §i
suatni A B tidak dapat dibe rikan sanksi karena LLF ticdak menpatur hal i Banyak lagi contoh kausy
vang tidak dapat divrsikan disin karens terbitasnya ruang. Pertan ¥aannyd tentu man dibawa kemans
UTIP kita®

(5) Batas Usia Dewasa Tidak Baku

Yalam beberapa peraluran di Nogars i) feniang bitas dewasa adalah tidak sama U5P member
standar dewasa usia 16 Jdap 19 tabun, KUHPariats menyebutkan batas dewasa 9, tshun.dan banyak
lagi peraturan yvang antara pasal dewasza satn dengan yang laio tidak sama

4.3 Pembaharuan Hukum Perkawinan dan Globalisasi

Apabila berbicam tentang globalizasi mats schetulryva terbarang pads kit adalah plobalisas: ekonomi
dan plabalisasi komunikasi dan informasi. Oleh karena ing untuk lebih memahami arti dan ik
lobalizasi maka perly ditelaah pengertian globalisas)

Fada awal rulisan ini telah disampaikan bahws globalisas adalah identik dengen internasionalisasi
Internasionalisasi umamnva berbuhy nEan dengan masalah ekonomi dap perdagangan yang berkaitan
dengan masalah, perusahaan, produksi, industn mulai dari by sampai ke hilic Masalah ekonomi
bersertuban jugn dengas pihak ketiga vaitu kerjasama, bantuan finansial, kunsultan, ekpaktriat dan
lin-lain Selain ity kebznyakan produks: tidsk hanya mengandalban pasar lokal tapi juga sehalikns
entuk niemenahi pasar ckapor luar nepgers,

Hal ini menimbulkan tembuhnya satu potr hahwa antar sate Negara dengan Negara lan Mempanya
tbingan vine erat anpe mempedoliban rpakab schush Megsra adalals Mesarn maji atau Pecgara
wizkin dan Negara berkerpbueng PLetapi merupakan salu Lo dan bertermin pads pasar global, [y
ng ekonomn, perusahasn muln nastonal ateu sang ki lebih dibesed sebagin perusahaah
Fansnasional MEMELREE poranan penting dalam penzembaigan arme globalisasi, tervtama oleh
Arena satu perusahaan transnasional, beroperusi di sekian banyvak negara Dy sampring prousahaan
rdnsnasional, perwsahann  nasional mempurival andi juga dalan mendorong arus  globalisas
hususnyva apahily perusahaan nagional in bekerjasama secara erat dengan perusahaan-perusahaan
aisnasienal, alaw membentuk BrEanisasi ekonomi atgn Broup. Pada maza abad ke-21 pembentukan
Asar betsaina atau korjasama antar perusalian asing dan nasional dalam free-rrade areas semakin
wagembanghan arps plobatizi d tessehyy, Karena it semakin sulit untuk membendung ams
iferrrnis vang datang dari luar its, dan menscleksi. mang vang merupakan informasi yang
*rpengareh positif dan mana vang berpengaruh mepatif

“ngan demikian pads akhirnya individy pribadileh vang akan menentukan, informasi mana vang
34 dipakai dan mana vang harus dibuang. Feneatuan ini akhirmya teigantung dari beberapa faktor
it neh:
Ltor ekstern

* Pendiifitannva {pendidikan dirtarmaly, i sekalah dan pendidiicn i dielim prrgaulismga);

= Gaya hidupnvs
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Faktor [nferes
+« Erthistiksnya dan

»  Kembinannys

Dalam rangka inilah pendidikan berbangsa dan bermegara taap mendasarkan pada nilai-nila
Pancasila karena Pancasila sebagai ideology yang kvat  menjadi sangat penting, apar nilai Pancasila
dan UUD 45 yang menjadi jati diri WArga negares Indonesia. IXharapkan  milai-nilaj luhur ini
terpelibnra sehingga mEmpu memfilter arus nilai-nila elobal yang bertentangan dengan jati dirj
banpsa Indometia. Termasuk didalammnya mampi menoiak arus menikah mutgh vang sebetulnya
dalam Islam sudak dilarang menikah sici dll. Apalagi Lila dihubungkan dengan masalah perkawinan

nepara asing karena berbagai pertimhangan, Salah saty pertimbangannys  adalah ekonomi WHA
dianggap lebih mapan

Fembaharuan hukum akibat pergeseran nilai budzyas masyarakas ing bila dapat dilakukas dengan
mengadakan reformulasi dengan memperhatikan teon Menski { yaitu Mriangular concept of legal
pluralism yang menekankan Bahwa tak ada metode vang lebil relevan gk menghadapi sy hukom
di era globalisasi ing keeysl) dengan mengpunakan metode S proporsional secara sereninlk ketipa
pendekatan hubagm itk BOrmative, empiris, dar, fioscfis,

dapat diabaikan, [a mengatakan sepanjang satu kultur hyk um terpelihara maka g basic legal postulat
fir the people culiural tdentity in law (suaty dasar fostulat bukum bagi ideniitas cultiral rakyan i
dalam hukum) atay yang, lebib says sukaj dengan nama a basic fepanl pastuiat for the peopie culnma!
identity  harus disyaratkan berfungsi. Hal itu akan memandu oracg dalam memilih bagaimana
erelabukan refosmulasi terhadap keseluruhan sistem hubaim mencabup antara lain kombinasi hukum
asti (pribumi) dan hukym rang merunakan hasit congroban Rk asing dalam rangka wnrak
memelihars akemodasi mereka unsyk mampu rmenrubah begdaan dilingkunganma,

Socira singkat dj Paparkan cleh Chibka fhahwa sifat alami hukusm yang plural adalah sesystu ying tak

Dengan  demikian dapat penulis  sarikan balwa  pendapat Wermner Menski  dengan  teor
“Triongular bahwa pembasgunan hukum ey pernbabaruan hukum hangelah hesrprifak paela tiga sisters
hubum ysity normatif, empirik dan filosofis. Hyl in; didasarkan pada sifat alami hukum adatah pheral
dengan memelihara kultor hukum maka @ basic lepq! pastulat for the poopde culfureal tdentity dengsr,
tdak mengabaikan sistim hokem asli (pribumil Pemabaman i dapait dirujuk wtuk melakykan
Peimbaharuan sistem hulum Perkawinan Tndonasia

Ferndupat Werper Monzki dalam teor Trangular adaleh sejalan dengan i dan Umj.-mg-l_i'ndnh;_:
Momer 25 Tahun soou Yang isinya schapai ek
Arad kebifakan pembanpenon bk lerutama pembetslan Perabzran perunds ne-undsngrn vaky

* Menata sistem kubum nasiona vang menvelumh dan lerpadu dengan mengakui hukum Agatng
dan hulin adal serta memperlaharui penindans undangan warisan kelonial dan hskum v

bersitat ciskriminatif

*  Pengemengan peraturan perundangan yeng menduking kegiztan pereksnomian nasicral

= Melanjuiban mfkas konvenst inetraasiona berutima vang berkafan dengan HAM sesuai
dengan Febutuhan dan kepentingan bangsa dufam ben gk un:!ang-undang

Ectiza arak peichangunan hykuem dalam nndang sndang terselbut masih harus dilengkapi debgan
ilosofi” hukum untuk manusia bukan manusjs nntuk hukigm” sehingra manusia menjadi penentu dan
itk orientasi hukim Hukum bertugas melavani mannsia hakan schaliknya. Oleh karena ity Fikum
H buikan institusi yang lepas dari kepentingan mangsns Muti hukum ditentukag oleh dema O PUARE YR
tuk mengabdi kepada kesejuhteraan Dengan vraian di gtas dapatlah disimpulkan bahws
kemnbangunan knkum adalah sebuah cita-eity hukum ke depan (ius consituendum) khusunya
embahmian hukom bidang hukutm perkawinan haruslak bespemang pada nitai-nila ¥ang hidup dalam
wsyarakat dafarm hal ing nidai-nilai vang dipegang teguh wmat Islam (teort Roscoe Found vagt
Usiologicai yunsprudance). Atiu peemiba harg Juga tidak melupakan nilai-nilai yang ada pada warga
Fibmi asli (teord Werner Megshs Irtangulac) Pembabiarmn hulm prrkawinan jugs tidak bolel,
rringgalkan hokom apans (01 NG 25 Tahun 2oon). Pembaharuan hukum harsslab donlai ketike
EMUSInAn gancangan undang-undang, Apar eila-cita pembaharuan hukum dapat seialan dengan
Hai-nilai agama tslam dan nilai-nilar yang tdup dalam masyarakat maks datamn penggodakan
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perundangan  barus  melibatkan tokoh-tokoh  agama schagat konsultan, bila tdak maka us
constitvendum yang diharaplon tidal: akan mewakil; nilai-niiai warga muslim Indonesia.

V. PENUTUP

ULIP dan penjelasannya tidak secara rinc memuat uratan pasal-passlnys, UUF tidak member rang
Eagl orang yang akan menikah dengan berbeda agama, UUP tidak memberi sanks! pidana bagi mereks
vang melakukar poligami tidak sehat (menelantarkan isteri  dan anak-atabknya). UUP dap
penjelasannya tidak mergatur tentang hadhanah (hak pengasubun anak} dengan jelas dan juga tidak
mezsnberi sanksi kepads pura pelangsarnya UUP dalam hal pereeraian tidak mengatur pasal tenting
peitimbangan  keadilan perempuan dalam hal penjatuhan talek conteh kasus seorang pria tu
meneeraikan isterinya yung juga sudah rents. 5i jsteri yang renta tent sudseh tidak paham lagi art

hidup tetapi manusia hdup diseki tarnyaanak-anak, cucu-cucy pasti merasakan iba luar biasa karena

tinggal selangkah lag menu)i kubar perkawinan ity harus diakhin, Contoh kasus adalah hak asuh
anak 3 anak laki-laki ¥ung jatuh pada perempuan berpama M E tidak dapat dieksekusi dari AD mantan
suaminya dan hal ini dibiarkan saia oleh penpadilan agnmarneskipun putusan telah in krgche MR
yeuwnside Si suarmi A O tidak dapat diberikan sanksi karena UUP tidak mengzater hal ini. Pengadilan
Agama tdak melakukarn eksekys dengan alas an oljek eksekusi adalah eranglanak-anak). Kekosongan
fukum  jnj stharvsnya tidak dapat dibiarkan. Oleh karens Hu U pedu direformalasi dan
direkonstruksi ula g,

Bahwa dalem melakukan penbahanien hukuni perkawinan Indonesia perlu dipahami teori-tead vang
mendukung pembaharuss hukum tersebur baik teori dan sudut hokum Islam mAapun becri—teon
fukum Barsl sepanjang teor terscbiz! diangpep mewakdli kebutuhas pembuian UUP. Dengan
demikian diharapkin akan tegadi itk temu yang Hdak akan merugikan satu kelompok umat, Bilg
mengacu pads Werner Menski maka hulkourn asli wirga masyarakat diikutkan dalam melakukan
reformnulasi pembaharuan hakum perkawinan
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